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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Sistem penjualan langsung (direct selling), termasuk di dalamnya penjualan berjenjang (multi 

level marketing) dan penjualan satu tingkat (single level marketing), merupakan salah satu 

model distribusi barang yang cukup unik dibandingkan model distribusi konvensional. Alih-

alih menyalurkan barang melalui jaringan distributor dan pengecer pada umumnya, model ini 

mengandalkan jaringan Penjual Langsung perorangan yang memasarkan produk secara 

langsung kepada konsumen, dengan skema insentif berupa komisi dan/atau bonus. 

Karakteristik yang unik ini menjadikan sistem penjualan langsung memerlukan pengaturan 

tersendiri, terpisah dari ketentuan umum distribusi barang, agar potensi penyimpangan seperti 

skema piramida (pyramid scheme) dapat dicegah sejak awal. 

Untuk mengatur kekhususan tersebut, dalam melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum 

Distribusi Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 

Tahun 2019, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung. Peraturan ini mencabut dan 

menggantikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung, dengan 

mengatur secara komprehensif mulai dari perizinan usaha, hak dan kewajiban perusahaan 

maupun Penjual Langsung, ketentuan komisi dan bonus, hingga larangan-larangan dalam 

penyelenggaraan penjualan langsung. 

Sebagai peraturan yang disusun sebelum berlakunya reformasi perizinan berusaha berbasis 

risiko, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 masih menggunakan 

nomenklatur Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai instrumen legalitas usaha, 

termasuk varian khususnya berupa Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL). 

Nomenklatur ini kemudian mengalami perubahan mendasar dengan terbitnya Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang ditetapkan kembali melalui Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko, yang menggantikan SIUP dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti 

registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha yang berlaku secara terintegrasi melalui sistem Online 

Single Submission (OSS). 

Selain perubahan nomenklatur perizinan, substansi pengaturan penjualan langsung itu sendiri 

turut diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Perdagangan, yang memuat ketentuan lebih rinci mengenai larangan penjualan melalui 

saluran distribusi tidak langsung dan/atau online marketplace oleh Penjual Langsung, batas 

maksimal komisi dan/atau bonus, hingga larangan-larangan tambahan dalam penyelenggaraan 

penjualan langsung yang belum sepenuhnya termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 70 Tahun 2019. 

Kondisi ini menimbulkan disharmoni antara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 

2019 dengan norma yang lebih tinggi, baik dari segi nomenklatur perizinan usaha maupun dari 



segi substansi pengaturan perlindungan terhadap Penjual Langsung dan konsumen. Menurut 

Bagir Manan, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi tingkatannya (lex superiori derogat legi inferiori) merupakan salah satu unsur landasan 

yuridis yang wajib dipenuhi. Oleh karena itu, penyesuaian menyeluruh terhadap Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 menjadi kebutuhan yang mendesak, mengingat 

sektor penjualan langsung melibatkan banyak pelaku usaha perorangan yang rentan terhadap 

ketidakpastian hukum apabila regulasi yang menaunginya tidak selaras dengan perkembangan 

hukum terkini. 

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini dilakukan guna mengevaluasi kesesuaian Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung 

dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, sekaligus merumuskan rekomendasi perubahan 

pasal-pasal yang diperlukan. 

A. Permasalahan 

1. Bagaimana kesesuaian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Distribusi Barang Secara Langsung dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan? 

2. Bagaimana rekomendasi perubahan terhadap pasal-pasal dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 agar selaras dengan peraturan perundang-

undangan tersebut? 

B. Tujuan 

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan dari evaluasi peraturan ini adalah: 

1. Mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi kesesuaian Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 

Tahun 2021. 

2. Memberikan rekomendasi perubahan terhadap pasal-pasal dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 agar selaras dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku saat ini. 

C. Ruang Lingkup 

Peraturan Menteri Perdagangan yang hendak dievaluasi dalam kajian ini yakni Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung.  

 

 

D. Metode 

Dalam melakukan evaluasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019, metode 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) 



dengan titik tekan pada dasar yuridis untuk mengecek "keharusan tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya". Proses pengecekan ini 

dilakukan secara komprehensif melalui proses harmonisasi antara peraturan yang sedang 

dievaluasi dengan peraturan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 

2021. 

Dalam upaya evaluasi tersebut, metodologi yang diadopsi berfokus pada empat tahapan utama. 

Tahap pertama, "Pengidentifikasian Pasal yang Akan Dievaluasi," melibatkan seleksi cermat 

pasal-pasal yang berpotensi tidak lagi relevan, yakni Pasal 1 angka 14, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 

18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21. Tahap kedua, "Harmonisasi dengan Peraturan Lebih 

Tinggi," yakni proses penyandingan pasal-pasal tersebut dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 

Tahun 2021. Tahap ketiga, "Analisis Kesesuaian dan Relevansi," berupa evaluasi kritis 

terhadap potensi kontradiksi antara peraturan-peraturan tersebut. Tahap keempat, 

"Rekomendasi untuk Perubahan atau Pembaruan," merupakan sintesis dari analisis sebelumnya 

berupa rumusan perubahan pasal yang diperlukan agar Peraturan Menteri Perdagangan tetap 

relevan dan efektif dalam konteks hukum yang berlaku saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PEMBAHASAN 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG 

DISTRIBUSI BARANG SECARA LANGSUNG 

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 ini, ditemukan perkembangan 

pengaturan sebagai berikut: 

1. Perubahan Definisi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menjadi Nomor Induk 

Berusaha (NIB) 

Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 masih mendefinisikan 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai instrumen legalitas usaha. Berdasarkan 

perkembangan terbaru dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko, disarankan perubahan definisi tersebut mengikuti skema Nomor 

Induk Berusaha (NIB), yakni bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan 

kegiatan usaha. 

2. Penambahan Larangan Penjualan Melalui Saluran Distribusi Tidak Langsung 

dan/atau Online Marketplace 

Pasal 13 memerlukan penambahan aturan baru berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah 

Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yang mewajibkan 

perusahaan yang telah merekrut Penjual Langsung untuk memastikan bahwa Penjual Langsung 

tidak menjual barang melalui saluran distribusi tidak langsung dan/atau online marketplace. 

3. Penyesuaian Batas Maksimal Komisi dan/atau Bonus 

Pasal 17 mengatur batas maksimal Komisi dan/atau Bonus sebesar 40% dari omzet perusahaan. 

Disarankan penyesuaian jumlah tersebut menjadi 60% dari omzet perusahaan, sesuai dengan 

Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Perdagangan. 

4. Penggantian SIUP dengan NIB dalam Ketentuan Perizinan 

Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 masih menggunakan nomenklatur SIUP dalam pengaturan 

perizinan usaha penjualan langsung. Direkomendasikan penggantian SIUP dengan NIB pada 

ketiga pasal tersebut, mengikuti perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, agar selaras dengan sistem perizinan berusaha 

terintegrasi secara elektronik. 

5. Penambahan Larangan-Larangan Baru 

Pasal 21 diusulkan untuk diubah dengan menambahkan larangan-larangan sesuai Pasal 51 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, 

termasuk larangan mengenai iuran keanggotaan, pendaftaran keanggotaan, pembayaran 



komisi, dan larangan-larangan lain yang belum termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 70 Tahun 2019. 

Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, direkomendasikan agar 

dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Distribusi Barang Secara Langsung, dengan rincian sebagai berikut: (1) Pasal 1 angka 14 

diubah untuk menyesuaikan definisi SIUP menjadi NIB sebagai bukti registrasi/pendaftaran 

Pelaku Usaha; (2) Pasal 13 ditambahkan aturan baru mengenai kewajiban perusahaan 

memastikan Penjual Langsung tidak menjual barang melalui saluran distribusi tidak langsung 

dan/atau online marketplace, sesuai Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021; (3) 

Pasal 17 diubah dengan menyesuaikan batas maksimal Komisi dan/atau Bonus dari 40% 

menjadi 60% dari omzet perusahaan, sesuai Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 

2021; (4) Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 diubah dengan mengganti SIUP menjadi NIB; dan 

(5) Pasal 21 ditambahkan larangan-larangan baru sesuai Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 

29 Tahun 2021, termasuk mengenai iuran keanggotaan, pendaftaran keanggotaan, dan 

pembayaran komisi, guna memastikan Peraturan Menteri Perdagangan ini tetap relevan dan 

memberikan perlindungan yang memadai bagi Penjual Langsung maupun konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

LAMPIRAN 
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